
 

       WALIKOTA YOGYAKARTA 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 

NOMOR  1 TAHUN  2016 

TENTANG 
 

ANGGARAN KAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang  : a. bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal 125 dan Pasal 126  Peraturan 
Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2016, 

maka perlu disusun Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah 

Kota Yogyakarta untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna 
mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan 
dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) yang telah 
disahkan; 

 
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Anggaran Kas 
Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2016; 

 

 
 

Mengingat :    1.  Undang-Undang    Nomor    16    Tahun  1950  tentang  Pembentukan 
Daerah-daerah  Kota Besar Dalam  Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 
Jawa Tengah, Jawa Barat   dan  Dalam  Daerah  Istimewa  Yogyakarta 
(Lembaran Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1955   Nomor   53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 

 
2. Undang-Undang     Nomor  16  Tahun  1950     tentang  Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, 

Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta 
(Lembaran Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1955   Nomor   53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 

 
3. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1999   Nomor   75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



 

4. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor   5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

6. Undang-Undang   Nomor   15   Tahun   2004   tentang   Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004  Nomor  104,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4421); 

 
8. Undang-Undang   Nomor   33   Tahun   2004   tentang   Perimbangan 

Keuangan Antara   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintahan   Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

9. Undang-Undang     Nomor     27     Tahun     2009 tentang Majelis 

 Permusyawaratan    Rakyat,    Dewan    Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  123,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 
 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 
 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244 
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587), 
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali terakhir dengan  Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 

Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
1977  Nomor  11,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 3098); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015   tentang Perubahan 
Ketujuhbelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang  Peraturan  
Gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 123); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

 Pertanggungjawaban   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara 

Republik  Indonesia Tahun  2000  Nomor  202; Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 

 
 
 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
               Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara                  

Republik  Indonesia Tahun  2000  Nomor  210, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 



 

 

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2004  tentang  Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan 
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

 
16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan 

Keuangan Badan   Layanan   Umum   (Lembaran   Negara   Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan   
Layanan   Umum   (Lembaran   Negara   Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
 

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor   71  Tahun  2010  tentang  Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
 

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2005  tentang  Pinjaman 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

 
19. Peraturan   Pemerintah   Nomor   55   Tahun   2005   tentang   Dana 
Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576); 

 
21. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

 
22. Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2005  tentang  Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

 Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  150,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 
23. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
24. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang  Pelaporan 

Keuangan   dan   Kinerja   Instansi   Pemerintah   (Lembaran   Negara 
 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2012   Nomor   5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 



 

26. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan 
Struktural; 

 
27. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang  

terakhir  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
28. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2007  tentang 

Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 

Pertanggungjawaban Penggunaan  Belanja  Penunjang  Operasional 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Pengembalian 

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

 
29. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  61  Tahun  2007  tentang 

Pedoman Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum 
Daerah; 

 
30. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  2011  tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun  2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
 

31. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2015  tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016; 

 
32. Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta  Nomor  7  Tahun  2004  tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta  Tahun 
2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 
2007 Nomor 33 Seri D); 

 
33. Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta  Nomor  4  Tahun  2007  tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta 

Tahun 2007 Nomor  51 Seri D); 
 

34. Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta  Nomor  3  Tahun  2008  tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 
2008 Nomor 21 Seri D). 

 
35. Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta  Nomor  8  Tahun  2015  tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8); 

 
36. Peraturan  Walikota  Yogyakarta  Nomor  77  Tahun  2015  tentang 

Penjabaran Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Tahun 

Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 
 

 

M E M U T U S K A N : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG  ANGGARAN  KAS PEMERINTAH 

KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016 
 

 
 



 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

 

(1) Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari 

penerimaan perkiraan   dan   perkiraan   arus   kas   keluar   untuk   mengatur 

ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam 
satu periode. 

2. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang 
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar 
penerbitan SPP. 

3. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen 
yang diterbitkan  oleh  pejabat  yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan 
kegiatan/bendaharan pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

4. Dokumen   Pelaksanaan   Anggaran   Satuan   Kerja   Perangkat   Daerah   yang 
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, 

belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 
oleh pengguna anggaran. 

5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala satuan  kerja  pengelola  keuangan  daerah  yang  mempunyai  tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD. 

7. Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  SKPD  adalah 
perangkat daerah pada pemerintah kota selaku pengguna anggaran/pengguna 
barang. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kota yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Walikota dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

9. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. 

10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 
 

Pasal 2 
 

Maksud disusunnya anggaran kas adalah sebagai pedoman untuk menyusun SPD. 
 

Pasal 3 
 

Tujuan  pengaturan  mekanisme  pengelolaan  anggaran  kas  adalah  dalam  rangka 
pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan 
memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat. 

 

 
 

BAB II 
ANGGARAN KAS 

 
Pasal 4 

 
(1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran 

kas SKPD. 

(2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. 

(3) Pembahasan  rancangan  anggaran  kas  SKPD  dilaksanakan  bersamaan  dengan 
rancangan DPA-SKPD. 



 

Pasal 5 

 

(1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur 
ketersediaan  dana  yang  cukup  untuk  mendanai  pengeluaran  sesuai  dengan 

rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. 
(2) Anggaran Kas yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus 

kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap 
periode. 

 
Pasal 6 

 

Anggaran  Kas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  tercantum  pada 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

 
 

BAB III 
 KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 7 

 

Peraturan Walikota ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. 

 

 
 

Ditetapkan di   Yogyakarta. 
pada tanggal  4 Januari 2016 

 
WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 ttd 

 
            HARYADI SUYUTI 

 

 
 

Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal   4 Januari 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 

ttd 

 
TITIK SULASTRI 

 

 
 

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN   2016  NOMOR  1 


